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ErlpaTI JEI{EPOIiITO
PRCIry$SI SEITA}SEST SEL*?*IT

PTRATURAIIT BUPATI J NEPOE*TO
STCMSR 14 TAHUI{ 2OL7

TE3{TAHG

BAD*.IE PER.II{USYAIIIARATAT{ DESA.

DEISGAI$ E"&HT}5AT TI}HAET Y*IITG $*,HA ESA

BTIPA?I JETdEPOIS?O,

: a. bahwa sebagai peiaksanaa,n dari Peraturari Menteri

Dala:n Negeri Repr-rblik Indonesia Nomor 110

Tahun 2*L6 tentang Eadarr Permu-s;rawaratan

Desa;

b.bah-wa brrdasarka-ir pertimbangal sebagaimana

dirnaksud dalam huruf a, perlu ditetapkal dengan

Peraturan Bu-pati jenePonto.

: 1. Linda-ng-Undaag Nomcr 2t) Tahun 1g5q teniang

Pembentukan Daerah-Daerat: Tingkat II di

Sulawesi { Lemba:a-ir Negara Republik lndonesia

Tahun 1959 Nomcr 74, Tambahal Lembaran

Negara Republik Ind"onesia Namor 1822l';

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Ferbendaharaan Negara {Lembaran Nega;-a

Republik indcnesia Tahun 2AA4 Nomor 5,

Ta:nbahan Leiebe-ra-z: N*gera Repr-:-triik lr:danesia

?ahun 2**4 Ncrncr a355);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2O0B tentang

Kemenieria:: Negara ilembaran Negara Repul:lik

iadonesia Ta-laun 2OOB Nomor 166, Tambahan .

Lembaran Negara Republik Indcnesia Noraor +Arct;ff



4.Usrda;rg-Uadaag Ncmor i2 Tahun 2*11 icnta;lg

Pembentu,ka;:. Peraturan Perur:daag-Undanga;:

ilembaran Negara Republik indonesia Tahun 2413.

Nomor 8?, Tambahan Lembaran Negara Repubiik

Indonesia Ncmcr 523a );

5. Undang-Llnda-ng Ncmcr 6 Tahui: 2Ai4 tentang

Desa { Lemi:ararr Negara Repuhrlik Indanesia Tahua

2*i4 Nomcr 7, Tar::baha;- Lenrbaram l'legara

Republik Indoaesia liomar 5a*51;

6. Uadang-UnCang Republik Indonesia Ncmor 23

Tah,un 2*14 tentang Femerintahan Daerah

{Lembaran Negara Repubiik Indcnesia Tahun 2014

Nq:m*r 244, Tambahaci Lembaran Nega:'a Republik

indanesia Nomor 55E7), sei:agaimana telah diubah

belrerapa kati teakirir riengan Undang-iinriang

Nomor I ?ahun 2*15 ieniang Perui:aha;r Kedua

Atas Undang-Und*ng Noracr 23 Tahua 2*14

{Lembar*:r Negara REpubiik indanesia Nom*r 58,

Tambahan iembaran Negara republic lndsnesia
,\1^ffi^, Lh',ll I rl!(Jttltjl \J\Jl2 t

T.Unrlalg-Undang Repu"nlik lndonesia Ncmcr 30

Tahun 2*14 tentang administrasi pernerintah

ilem'naran i.{egara R-epubiik Indonesia ?ahun 2fri4
Nomor 292, Tarutbahan lembaran Negara R-epu-blik

indonesia Nomor 55O1];

8. Feraturan Pernerintah Repubiik ind.onesia i$on:.or

43 Tahun 2G14 tentang Peraturan Felaksaliaan

Undang-Undang Nomor 6 ?ahun 2014 tentarig

Desa {Lemba::an Negara Republik indonesia Ta-hun

2014 Nomor 123, Tamhahan Lemba:'a:r Negara

Republik In'-lanesia Namor 5539, sebagaimana

telah diuba-h riengan Prratu-ran Pemerintah

Repubiik indanesia Ncmor 47 Tahun 2015 ientalg
Perubahe"n Atas Pcraturan Pemerintah Repuhriih

indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tenta-::g Feraturan

Pelaksanaac Uadalg-Undang Nnmor 6 Tahun 2A14 ,
tentalg llesa ilemba-ra:i Negara Repukriik IndonesiaII



,/:

Tahun 2Al5 Nomor 1SZ, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor ST LT;;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber Dari Anggaran pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Al4 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5S5g)

sebagaimna telah diubah dengan peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas peraturan

Femerintah nomor 6O Tahun 2014 tentang Dana

Desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan

dan Belanja Negara (L,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 569a);

10. Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

20A6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2A1 1 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

tlahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 20ll Nomor 31Oh

11. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang

Kementerian Dalam Negeri {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 12);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun

2OL4 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4

Ir{omor 2O9Ll;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun

2Al4 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

(Berita Negar4 Republik Indonesia Tahun 2014

Irlomor ZOOa); I
I



Menetapkan

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 6

Tahun 2AO7 tentang Pedoman Penyusunan

Organisasi dan Tata Ke{a Pemerintahan Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun

2OOT Nomor 173 ).

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 7

Tahun 2OAT tentang Badan Permusyawaratan Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor

17al,;

16. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2al6 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

{Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor

2a6,1;

MEMUTUSIIAN :

: PERA'T-URAEI BUPA'TI .iEfiEPtOifTO TEI{TAI{G
BAE}A$ PBRSf,IJSYAETARATAS{ DESA.

BAB I
KE?ENT?UEtr UBfUfii

Pasai 1

Dalaa Peratr-rra:r Bupati irri, yang dknaksud- dengan :

j.. lla.era-ir ad.aiah Kabupaten Jenepcnta;

2. Pemerin'rah Daerai; adalah Bupa'ci, danr Per-angk-at

Daerah sebagai unsur penyeienggara Pemerintahan

Daerah;

Bupati adalah Bupati Jeneponto;

Camat adalah pimpinan kecamatan yang

bertanggungjawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah;

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, danlamu hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

3.

4.

pemerintah-an Negara

Indonesia; \

Kesatuan Republik



,r

Peroterintair Desa adaiah Kepala Desa dibariu

Pera*gkat Desa sebagai lli'rsur penyeleaggara

Pemerintahan Desa;

pemerintahan Desa adaJa-h Penyelenggaraal3

urusan pemeintahan dan kepentingan masyarakat

seiemPat;

Badan Permusyawaratan Desa y-arlg selanjutaya

disingkat BP* adalah ixr:rbaga yallg

melaksai:akan fungsi pemerintahan yang

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa

berdasarkan keter"wakilan ra'ilayah dan ditetapkan

secara dernckratis;

9" Musyawarah De sa adalah Musyawarah antara

Badan Fermusyawaratan Desa' Pemerintah Desa'

dan unsur masyaraka'L ]rarrg tli'seienggarakan oieh

Bada;r Permusyan^rrata* De sa untuk rnenyepakati

hal Yang bersifat strategis'

g. Fengawasal kineqja Kepaia Desa adaiah prcses

monitoring dal evaluasi BPD terhadap

peiaksanae-r: tugas KePaia;

10. Laporan Keterangart Pe nyele nggaraall

Pemerintairan Desa yang selanjuirr-va eiisingkat

LKPPD atat yang disebut dengan narna iain ada-lah

Laporar: Kepala- Desa- kepada BPD atau- eapajagl

pelaksanaan tugas Kepaia Desa dalam satu tahun '

BAB IT

ItlaKsuD, TUJU&U{ DAIir RuaI{G LII{GKUP

Pasal 2

Maksud Pengaturan BPD calam Peraturan tsupati ini untuk

E.

t.

8.

me*berikan kepastian hukum terkradap BPD sebrgai lembaga

di Desa yalg melaksanakan fungsi Pemerint*"o' 
h



. Pasat 3

ilaiam Pengaiuran BPD calam Feraiuran B$pati iai uatuk :

a. Mempertegas peran tsFD da-iam penyelenggeraarr

Pemerintahal Desa;

b. Mendarcng BPD agar mampu irrenarl:lpung dan

meayalurkaa aspirasi masyarakat desa; dan

C.}'{encorangBPDdalai:er*"ewujudkarrtatakel*la
pemerii:taha:i Yang baik di Desa'

Pasal 4

Ru*-ng lingkup Pe::at'-;r'a:: Bupati ini meliputi:

&. Keanggotaan dan kelemkragaan BPD;

"o" Fungsi, tugas, hak, kewajibar: dan kewenangall BFD;

c. Peratur:an tata tertib BPD;

d. Pembinaall dan Pengawasan; dan

e. Pendanaan.

EAE TII

KEAISGGO?.8.*IY BPD

Par*graf I
Peagisiaa Aaggota tsPD

Fasa1 5

{1i Anggota EFD rnerupakan wakii dari penriuduk Desa

berdasa-rkal keterwakila-r: wilayah dan keter:wakilan

pereffiplla:r yaeg pengisiana3ra dila&ukan secara demclkra-tis

melalui proses pemiiiharl secara iangsung atau musyawarahi

perwakilan;

{2} Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat {1!

ditetapkan denga:r jumlah ganjil, paling sedikit 5 iiima) orang

dan paiing banyak 9 {sembiiani *rang;

(3i Pe*etap+:r jumlah angg+ta BPD *ebagaimana dima-ksud pa-da

a].at iZt memperhatikan jun:lah penduduk da;: kemampuan

keualgal Desa;

{ai Yfilayah sebagaimana dimak*ud pada ayat {1i

wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RllJ atau

merupakan

*r. I



Fas*tr 6

Fengisia:: angg+ta BPD, diiakukan rnelalui :

a. Pengisian berdasarka;l keterwakilan wilayah; dan

b. Pengisia-n berdasarkan keterwakiian perempuan'

Fasal 7

{1} pe*gisian aflgg+ta BPD b*rdasarke-r: keterr'vakilan "vila}iah

setlagaimanadimaksud.daiampasal6hurufadilakukanuntuk
men:ilih caJon a-ngg*ta BtrD dari uilsur wakil wilayah pemilihaa

dalam desa-

{2JUnsurwakil:r';ilayahsebagairnanadirnaksudpadaayatiu
ariai*h masyarakat desa dari wilayah pemilihell dalam desa'

{3i wiiayah peadliha:r dca:e *esa sebagaimana dima}<sud pada

aSrat {ii ada-iah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang teiah

ditetapkaE rnemiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam

keaeggotaan BPD'

{4i Jumlah anggota BPD dan masing-masing wilayah sehagaimeria

dimaksud pad.a ayat {3} ditetapkan seca;.a proporsioaal dengan

memperhatikan jumlah Penduduk'

Pasa3 I
{1} Pengisian a-::rggota BPD berdasarka:r keteiwakilan perernpuan

sebagaimana dimaksud dalam pasa-l 6 huruf b dilakukan

uaiuk memilih 1 {satul oraftg petempuafi sebagai a-nggota BPD.

i2i Wakil perempua;r sebagaimana dimaksurl pada ayat i1i adaiah

perfmplian 'ilra-rga cesa yatrg memenuhi syarat calon anggota

BPD serta memiliki kemampuan daiam men3tuarakan dan

meraperj uangkal kepentingafi ptrernpuan.

(3) Pemilihan unsirr wakil pererrlpua/r sebagairnana dimaksud

pada ayat {1i dilakukan oieh perempuaa warga desa yang

rrremiiiki hak pilih.

Fasal I
{1} Fengisiari anggcta BPD sebagarmana dimaksud dalar:: pasal 5

ay-at {1} ditraksanaka-ta *ieir panitia yarrg diteiapkan dengal

Keputusair Kepala nesa. I^r



a.r I
\r,, paniiia sebagaircana dirna-ksud pada ayai {1} paling i:anyak

berjr:mlah 11 {sebelas} crang yaEg terdiri atas unsur Perangkat

Desa paling banyak 3 itiga) orang dan unsur masyarakat paling

baayak I {delapani crang.

unsur masyarakat sebagain:ana dimaksud pada a3rat {2i

rcerupakair wakil dari wiiayah pemiiil:an-

Pasat 1(}

{1i panitia sebagaima;ra dimaksud dalam Pasal I ayat t1i

melakukan penja-ring*l d*l peayaringan ilaksl calon anggcta

EP* Calam jangka =;";*ktu * {ena:ni bulan eebeium niasa

kea-*ggoia*n BPD berakhir.

{2} Bakal calan anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan

sebagai calon anggota BPD.

{3} Pemilihan ce-lcn a-trgg+ta BFD sebagaimana dirnaksud pada

ayat {2} pa-liag lambat 3 {tiga} bulan sebelum masa keanggctaan

BPD berakhir.

Pasal 11

il) Dalam irai mekalisrne pengisian kea-r:gg*taan BPD ditetapka:t

meialui proses pemilihan lecgsu*.g sebagaimana dimaksud

daiasr: pasai 5 ay-at {11, panitia peagisia:: menyaienggarai<an

namilihnn lanrycr,aa ^ai^- onaonfa RDTI nleir l!6o!!r maorzorol:afyuaaaglrraf ralSJuirS'-u'srl u!E6riL4 ul u ulL!i titrJu! lllaqyr'!6-sL

\rancl ?11Fr11nr la.rrrai italr nilihrrrvrrrv urr

(21 Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkal

melalui proses musyawarah per.wakilan scbagaimana

dimaksud dalam pasal 5 ay-at {1}, calon anggota BPD dipilih

Calam pi"cses ffiusji'a'-i,a-rah. perwakiian cleh unsur "&,akil

rnasyarakat ya*g nleiapunJiai hek pilih.
,?t fa^t^* ^-^^^+^ DDn +^-^:1.:L- ^.{^l^L- ^^t^* ^x^-^{- Dnn l^-^^-i\O, UdiUIl d-iiEfir.ILiL i--]rL, {-Cryi!.iil ir.LliJ,i.Llt Lii-lLJIl iLjr}il<t}Li3- L}rlJ (lcrtBia-rl

suara terbanyak.

Pasal L2

iii Caton *nggota BPD terpilih disampaikan cleh palitia kepad.a

I..epa-la Desa paiing iama 7 it,,i.juhi ha,ri se;ak caion angg+ta BPD

terpilih ditetapkan panitia. I

{3}



{3J Cal.on ailggGta BPD iei"pilih sebagaiaifiIa dimaksr:d pada ayat

{1} disampaiker: cleir Kepaia Desa xepada Bupati melalui

CamatpalinglamaT{tujuh}harisejakditeriman3'ahasil
perrilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oieh Bupati'

Pasal 13

Persyaraia* calan anggota BPD adalah :

a" Bei'taq-wa kepada ?uhan Yang Maha Esa;

b. Mer$egang teguh dac? meagar:ra-lkan Pancasila, melaksanakal

undang-undang dasar Negara Repubiik Indonesia Tahun 1945,

Serta rnempertahankan dan memeiihara keutuhan Negara

Republik Ind*nesia Car: Bhinneka Tungga-l ika;

c. Berusia paling rendah 2* {dua puluh} tahun atau

sudah / pernah menika-li;

d. Berperedidikan paling rerrdala tarnat sekciah menegah perta-rna

aiau sederajat;

e. Dapat rnengqperasikan computer rninimal Microsoft Word;

f. Bukan sebagai perangkat Pernerintah Desa;

g. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;

1:. Wakil penduduk Desa y-ang dipilih sfcara demokratis; dan

i. Bertempat tinggal di wiiayah pemilihan.

Pasal 14

i1j 3G {tiga puiuh} hari sejak diierima-tr,l-a iapcran hasii pemiiihan

arggota BPD dari Kepala Desa.

{2i Keputusan Bupati sehragaimana dimaksud pada a;*at {1} rnulai

beriaku sejak ta-nggal pcngucapan sumpah dan janji anggota

BPD.

i3i Pengucapan srlmpak janji angg*ta BPD dipandu oleh Bupati

atau pejabat yang diiunjuk pa,ling iama 3r3 (tiga puiuh) hari

sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresrnian

anggora EPD. t
I



Fa*a!. 15

{}-} Masa kea-ngg*taa: BPD selama 6 {enam} tahr.ln terhitr:ng sejak

ianggal perigucapan sumpah /janji-

{2iAnggota BFD sebagaimaaa dimaksud pada yat {1i dapat dipilih

ur:tuk ma$a keanggataaa paling banyak 3 {tiga} kali. secara

beriurut-tu.rut atau iidak sf caca Lrerturut-iurut.

Pasal 16

{1}Anggcta BPD s*beltim mema-agku jabata-nnya

bersumpahlbedanji secara bersama=sama cihadapan

masyarakat dan dipandu aleh Br.rpati atau pejabat _Yang

ditunjuk.

{2i susunan ka'r.a sur::pa}rljurji a"r:ggaia BPD sebagai berikut:

"Demi Aliahi TuhaR, saya irersumpahlberjanji bahwa sala

aka:a memeauiii kewajiban saya seiaku anggoia Badan

perr::.usa3'a.waratan desa denagn seb#k-i:aikn3ra, eejujur-

jujurnya, dan seaditr-adilnya; bahwa saya akan selaiu taat

dalam mengamalkan dan rnempertaha-nkan Pancasila sebagai

dasar Negara, dan bahwa saya akan rnenegakkan kehidupan

demokrasi d*1t Undang-Unria*g dasar itlegara Repubiik

Ind.onesia Tahun 1945 serta melaksa-nakan segala peratural

perunda-ng-unriangan c.eoagn selurtrs-iurusnya yaxg beriaku

begi Desa, Daerah da:r Negara Kesatuan Republik indcnesia""

Pasal lT
{1} Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagairna-na

dimaksud dalam pasal 16 ayat i2) didampingi oleh rohaniawan

sesu# denagn agamanya masing-masing.

{2i Daiam pengucapan sumpah/janji sebagaimala rlimaksud pada

ayat {1i, anggota BPD yang beragama islam diawali dengan

frasa "Demi Aliah $alra bersurrrpah'.

(3i Seielah p,engucapax su-mpah/janji setragaimana dimaksuti

pada ayat i1) di1*njutka-n denryn penandata-r:g-anan berita

acara Bengucapan sumpah/janji. I
I



Pasal 18

Anggcta BPD ;;asig telah meiaksanakan sumpahljanji sebagaima::.a

dim,aksuri daiarn pasal 17 ayat i3i, mengikuti peiatihan awal masa

tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pereberheatian Aft ggcta BFD

FasaE 19

{iiAngqota tstrt berhenti karena:

a. Meainggal dunia:

Lr. MengunCurkasr diri; atau

c. Diberhentikan.

{2ianggota BPD ditrerhentikan sebagaimana dimaksud pada a3rai

{1i huruf c, apa'Dila:

a. Berakiiir masa keanggot aarLrlya;

b. Tidak dapat melaksanakan iugas secara berkelaajutafi aiau
berira-1a:rgac tetap secara berti:rut-turut sel.ama_ 6 {enan:}

bulan tanpa keterangan apapun;

c. ?idak iagi rnemenuhi syarat sebagai anggota BpD;

d. ?idak meiaksanaka* ker,r'ajiban;

e. Meianggar iarangan sebagai anggoia BPD;

i. Meia:tggar sumpahljanji jabatan dank ode etik EPD.

g. Din3rata:kaa bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang

tetrah memper+ieh kekuatan hukun: tetap kai"ena

melakukaa tindak pidana deagan ancarri*l? pidar:a penjara

5 iiima] tahun atau iebih;

h. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BpD

lainnya yang menjadi tugas dan kewqjibann;ra seba_i:ryak 6

(eam] kaii berturui-turut tanpa alasan ]'aflg sail;

i. Adanya perubah*-r: status Desa menjadi Keiuraha:1,

pengge-bi:*gan 2 {dua} l}esa atau lebih rnenje.di 1 {satr:} Desa

baru, pemekar*-e atart pengtrapus*n Desa;

j. Bertempat tinggal diluar wilayah asai ppmilihan dan/atau

k. Ditetapkan setragai calaa Kepala O-**. L
,



Pasal 2G

{i}Femberhentiana;:gg*taBPDdiusulka:ralehpimpinanBPD
berdasarkarr hasil musyawa-rah BpD kepada Bupati melalui

KePala Desa

{2iKepalaDesartienindaklanjutiusula:rpernberhentianarrggcta
BFD kepada Bupaii r:-re1alui ca:nat paling lama 7 {tujuhi hari

sejak di.terima-nya u sul perntlerhentlae "

{SiCrnairi:errindaklajuiiusulalpe*rberhentiarrrrggataBPii
keparSaBupatipalingla'.r ,rg.-T{tujuh}hariscjakditerinranya

usul Pemb'erhentian anggata BPD"

{4} Br:pati meresmikan pemberhentiar angota BPD paling lama

30 itiga p-trluhi hari sejak diterimanya usul pemberhentian

angg*ta EPD.

{5} Peresmian pemberhentian anggata tsPD sebagaimana dimaksud

pada alrat (3i ditetapkan tiengan Keputusan Bupati'

Pasal 21

{l}Anggota BPD diberhentikan sementara oieh Bupati seteiah

ditetapkan sebragai tersasgka Caiam tinCak pidana korupsi,

terorisme, rflakar, daJ:/atalr ti*dak pida-na tertrladap keamapan

i{ega"ra.

{?i Da}am hal anggota BPD ya:ig <iiberirentika* sementera

berkedudukan sebagai pimpinal BPD, diikuti dengan

pemberherrtian sebagai pimpi*an BPD"

{3i Dalam hal pirnpir:an BPD diberhentikan sebagaimana

dimaksr.rd pada ayat {2}, pimpinan BPD lainnya memimpin

rapat pemiliiran BPD pengga-r:ti antarwaktu.

Faragraf 3
Peagisia*. Ar.ggota 8PD Aatarrraktu

Pasatr 22

{1}A*ggota BPD yaxg berhenti a*tarwaktu digantikan oleh ca1*n

anggata tsPD non.roi: grut Lrerikutny-a Lrerdasarkan irasii

pemilihan anggota BPD. I@I



{2i Dalar* hal caicn anggsta BPD ncracr ui"ut herik*tnya

sebagaimana dima-ksriii pada ayat {1i meningga-l dunia'

mengundurkaldiriatautidaklagimemenuhiSyafatsebagai
calonaxggstaBPD,digantikanaiehcalonanggotaBPDnol1lor
urut berikutr"nYa'

Pasal 23

{1} Pa-ling lama 7 {tujuii} hari sejak a-ngg*ta EPD }rang

diberhrentikan antai"lvaktu ditetapkan' Kepala Desa

menjrampaik-a;: usulan nama calon pengganti anggota BPD

yasg d.iberheatikan kepada Bupati metraiui Camat''

{2} peling la*:a 7 {tujuh} na:'i sejak citerima-r:ya usula-a a-r'rgg*ta

BpD yang diberhentikan antarwakiu sebagaimana dimaksud

paCa ayat ti), Carnat menyampaikan usulal rrama calon

penggantia.r:ggotaEPDyangdiberhentikankepadatsupati.

{3} Bupati meresraikan calon p*ngganti anggota BFD rnenjadi

anggaia BPD dengan keputusan Bupati pa]ing lama 3B (tiga

puluiri hari sej*k clisampaik*-n usui penggantia:: alggota BPD

dari KePala Desa.

{4} Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat i2i mulai

berlal<u sejak pengambilan sur:tp*hljanji dan dipandu *ieh

Bupati atau pejabat y-arrg ditunjuk'

{5} Seteia}r pengucapan sumpahljanji sebagajrnana dimaksud

pada ayat {3} dila-trjutkan penandatangaEan berita acara

pei"igucapax siirnpah /ja::ji.

Pasal 24

{1} Masa jabata* anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa

jab'atan anggota BPD yang digantikaanya.

{2i }''{asa jabata-n sebagaimala riimaksud. pada ayat i1} dittitu*g i
isatui pericde.

Fasal 25

[1] Penggantian anta-rwakiu a:rggaia BPD tidak diiaksalakan

apat-:ila sisa masa jabatan a:tggota BPD yang digantikan

kurang dari 6 {**am} bul*-n"

i2i Keanggotaan BtrD sebagaimafla dimaksud pada

sampai berakhirnya masa jabaian anggata BPD.

av

t
at lil kosons



Paragraf 4
Laraag*n Ar.ggota BPE

Pasai 26

&nggota EPD dilarang:

a.Merugikankepeatinganumum,nreresahkansekelompok
maslrarakat desa, dan mend.iskria:inasikan warga atau

gclongan rllasyarakat Desa;

b. Melai<ukan korupsi, kolusi, dan nepotisale, menerima ueng,

ba-rarg, dan/atau jasa dari pihak iain yang dapat

mempenga-ruhi keputusan atau tindakan yang akan

dilakukannya;

c. Menyaiahgunakan we\e'enatg;

d" Melanggar sumPa*rf:ariii jabatan;

e. hrlerangkap jabatan sebagai Kepala Desa da-tr peragkat Desa;

f" Mera,ngkap eebagai a-r:ggota D*rxral Perwakiian Raicy-at Republik

indonesia, Dew-an Perwaleilan Daerah Republik Indcnesia,

. Dervan Perwakilan Rai<.yat Daerah Provinsi atau Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan jabatan lain yang

ditentuka:r daJam peratu ran peru ndang- u ndanga-tr ;

g" Sebagai petaksana pro3rek Desa;

h. Menjadi pengurus partai poiitik; dan/atau

i, Irienjadi anggota dan/atau penguftrs arganisasai terlarang.

EAB TY

KELEBfiBAGAAI{ BPD

Pasal 27

{1} Kelembagaal EPD terdiri atas;

a. Fimpinan; dal
b. Bidang.

{2} Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat i1} huruf a
terdiri atas:

a. 1 isatui oraf,ig ketua;

b. I {setu} crang wakii ketua; dan

c, 1 {satu} crarrg *ek.etati*. I
I



{3i Bidang sebagaii"{ia*a dimaksud pada ayat

atas:

{1} i:uruf b ierdiri

a. Bidang penyelengara Pemerintahan Desa dan Pembinaan

kemasYarakatan; dan

b.BidarrgpembangunanDesadanpemberdayaarrrnasyarakat
Desa.

{4} Bidang sebagaimala diraaksud pada ayat {3} dipirirpin *leh

ketua bidaag;

{5} pin:pinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai aiiggota

BPD.

Pasal 28

tintuk mendukung pelaksarraafl tugas

i {satu} ora-rrg te*aga staf administrasi

kelembagaa.rr tsPD diangkat

BFD.

Pasal 29

(1] pimpinafi BPD dan ketu.a bidang sebagaimana dimaksud dalam

pasal 27 ayat iio dipiiih da-ri dan oieh a-&ggota BPD secara

langsung dalam rapat BPil yang diadakan seca-ra khusus-

i2i Rapat pemiiihajl pimpinan EPD ia]l ketua biriang sebagaimaaa

dimaksud pada ayat {1i untuk pertama kali dipimpin aieh

alggoia tertua dgl dibaatu sieh anggcta termuda

{3! Rapat pemili}ra-a sebagairnana dimaksud pada ayat {2}

dilaksanakan paiing lama 3 {tiga} hari terhitung sejak tanggal

penglrcaparr su.mpan lj anj i.

(a) Rapai peariiihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya

karena pirnpinal dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin

oleh ketua aiau pimpinan BPD iainnya berdasarkan

kesepakatan pimPinaft BPD.

Pasal 30

(i) Ficrpinan dan ketua bidang sebragairnana dimaksud dalam

Pasa-l 29 ayat iii yang dipilih, ditetapkal dengan keputusan

BPD.

{2i Keputus,an EPD sebagaimarra dimaksud pada ayat {1i mu-iai

berlaku seteiah mendapatk-al pengesaha:r Casat atas nama

Bupati. I



BAB V
FI}T{GSI T}&H TUGAE BPB

Pas*l 31

BPD mempunya! fi.lngst :

a. Mernbahas dan menyepakaii Rancangan Peraturan Desa

Lrersama Kepa1a Desa;

b. I*{enampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;

dan

c. Meiakul<an pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 32

BPD mempunyai tugas :

a. Menggali aspirasi masyarakat;

b. Menampung aspirasi masyarakat;

e. Mengeiala aspirasi reasyarakat;

d. Menyalurkan aspirasi masy-arakat;

e. fuicneyelenggarakan musjiawarah tsPD;

i Menyelenggaraka:: riusyawarah Desa;

g. Membentuk panitia pemiiitrra* Kepala Desa;

h. Menyelenggaraka-r:. mus3rawarah Desa khusus untuk
pemilihan Kepala Desa antarwaktu;

i. MembaJ:as dan menyepakati rancarlgan Peraturan Desa

bersama Kepala Desa;

j. Iv{eiaksanakan pengawasan terhadap kineqja Kepala Desa;

k. Melakukan evaJ,uasi Laporam Keierangan Penyeienggaraarl

Pemerintahaa Desa;

1. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan

Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dal
m. Meiaksarrakan tugas lai* Sra:rg diatur dalam ketentual

peraturan perundang-undang^- t;*r, I



Pasal 33

(nI BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.

(2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

I dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat desa

, termasuk kelompok masyarakat miskin, msyarakat

i berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.

{S) Penggatian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan
i-

I musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.
:

(4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada

, ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-

i kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan
l

; uraian kegiatan.

($) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam
i,

musyawarah BPD.
: Pasal 34

{1}Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat

. aiUmtan di sekretariat BPD.

{$)Aspirasi rnasyarakat sebagaimana dimaksud ayat tU
t-., diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.
:

l

]r Pasal 35

(+) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa

I pengadministrasian dan perumusan aspirasi.

(2)Pengadministrasian aspirasi sebagaiamana dimaksud pada

i ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang

I pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan

I pemberdayaan masyarakat Desa.
l

($)eerumusan aspirasi sebagaiaman dimaksud pada ayat (1)
i

dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi

masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa

dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan

pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Paiagraf 4
:I Fe==rairera=;1-qFirasi i€asgrarakai

Pasal 36
i

l

1i; nfO menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan
I

atanr tulisan. 
I

melalui



I

(?) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan
:

, sebagaimana dimaksud pada ayat {1) seperti penyampaian
l

, aspirasi masSrarakat oleh BPD datam musyawarah BPD -vang

, dihadiri Kepala Desa.

(3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan
i

: sebagaiarnan dimaksud pada ayat (u seperti penyampaian

I aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan

] bagr peneyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan

keterangan kepada Kepala Desa, atau penyalnpaian rancangan
I

j Peraturan desa yang berasal dari usulan BPD.

I P"""1 3z
i

[[] Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan

keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.

[2]FIat yang bersifat strategis sebagaiman dimaksud pada ayat (1)

seperti musSrawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan

I Peraturan Desa, evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan

i Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD,
l

, d* usulan pemberhentian anggota BPD.

{$} BPD menyelenggarakan musrvawarah BPD dengan mekanisme,

, sebagai berikut :

Mus5rawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;

Musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh

paling sedikit 213 ld:ua pertiga) dari jumlah anggota BPD;

Pengamhilan keputusan dilakukan dengan cara

musyawarah guna mencapai mufakat;

Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan

keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;

Pemungutan suara sebagaian dimaksud dalam huruf d
dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit % {satu

perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang

ra.
1b.
i

'c.

, hadir; dan

, f. Hasil mLrsyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD

r dan ditrampiri 1rotulen musyawarah yang dibuat oleh

rPD. [tsekretaris, 
I



PaEal 38

{1} I!{::syae.arah Desa diaeienggarakan cieii BPD }.ar:.g drfasilitasi

oleh Pemerintah Desa.

{2i Musyawa-rah Desa merupakan forum permusyauratatan Jvartg

diikuti oleh BPD, Pemerinteh Desa, dal unsur masya-rakat

Desa unti:k mefiiusyawarahkan hai yafig bersifat straiegis

dalam penyelengga-raan Pemerintahal *esa.

(3i iial yang barsifat sirategis sebagairnana dimaksud pada ayai {2}

meliputi :

a. Penataan Desa;

b. Perencanaan desa;

c. Ke{a sama Desa;

d. Rencana investasi yang n:asuk ke Desa;

e . Penetrentukan BUMDesa;

i. Fenambahaa dan peiepasan Asei Desa; dan

g. Kejadiar luar biasa.

{*i} Unsur mas3rarakat sebagaiarnan dimaksud pada ayat i2} terdiri

atas :

a. Tokoh a.dat;

b. Tokoh agarna;

c. Tokoh masyarakat;

d. Tokoh pendicikan;

e " Perwakilan keion:pok tani;

t Perwakilal kelompok neiayan;

g. Perwkilan kelor*p*k pengrqjin;

h. Per-wakiia-n keiampokperexrpuan;

i. Perw-akilan kelontp*k peitrerhati dan perlindungan anak;

dan

j. Perwakila-n kelompok masyarakat iidak mapan"

{5} Selain unsur masyarakat sebagainlar}a dimaksud pada ayat {4i,

rnusyawarah. Desa dapat melibatkan unsur masyarakat laia

sesuai dengan ksndisi sasiaj buday"a i:rras1,-a-rakat.

{5} &{usyarvarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat {1}

dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja De sa

{nrenesa}. I



Pa=aI 39

{lt} BPD ffiembentuk panitia pemiiiha-r: Kepala }esa serentak dan

palitia pemilihan Kepaia Desa antarwaktu.

{t} pembeatukan panilia sebagaimana dimaksud paca ayat {1i

ditetapkaa dengal Keputusan BPD-

Pasal 4S

ill) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat {1} terdiri

da-i-i perangkat Desa dan unsur n:asyarai<at.

{2iJumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan

kemampual pembiayatrr.

(3) Panitia sebagaimana dimaksud paia a3'at i10

bertanggi.:i:igi a';iab l<epada EPD.

{4} *a!am ha: anggoia panitia tidak *:.eia&sa-nakan tugas ria;:

kewajiban dapat diberhentikan dengan keputusan BPD.

Pasal 4L

{L} Panitia sebagairna:ra dimaksud pada pasal 39 ayat {1}

melakukanL p*njaringa,i: dan penyaringal bakal calon Kepala

Desa a-i-iiar-'xaktu.

{?} Peny-aringa.n bakel ca!*::. Kepala }esa i:renjadi calon

Desa, paling sedikit 2 {duai oraxg darr paiing balyak

craxg.

(3i Da1an'r hal jumlah bakal caI*n yang memenuhi persyaratan

lebih dari 3 (tiga), pa*itia melai<r:kan seieksi tambaha* deagan

inengguilakan kriteria rnemiliki pengeiahuan rrrengenai

Pemerint*iran Desa, tingkat pendidikaa, usia dan persyai"atan

1a3n yaag diieiapkan Eupati.

{a} Dafam hal baka-1 ca-lon,yang mernenuhi persyaratan kurang dari

2 iduai orang, paaitia memperyanjang waktu pendaitara.n

selama ? {tujuh} hari.

(5i Da]am hal bakai caion yang memenuhi pers3.arata:r teiap

kurang dari 2 (ciua) setelah perpanjangan wakiu pendaiiararl

sebagaimana tlimaksuti pada a3rai i4], BPD men'**da

pelaksanaan pemiiihan Kepaia *esa sampai dengan w'aktu
S:L ^L ^ --1 -yilrg urlur-irpnan kemudiu" l-

!

Kepala

3 {tiga}



Pasal 42

{1i BPD meneyrif::.ggerakan mrisjia\sa-rah Desa khusus uatr:k
pernilihan Kepara Desa antarwaktu.

{2i Peneye}enggaraan mu-syawarah }esa sebagaiaman dimaksud
pada ayat {1} dilakukan untuk r::engesahkan cal** KepaJ.a Desa

yaag diajukan panitia serta rnernilil:. dai: pengesahan csion

Kepala Desa terpilih.

{3} Forum ixusy-a-w-arah Desa mfnyarr?paika-r-r cal,=n Kepala Desa

terpiiih sebagaimana dia:aksud pada ayat {2i kepada pa*itia

untuk Cisampaikan kepada BPD.

Pasal 43

BP* menyampaiakan cai*ri Kepaia Dese terpiiih sebagair::a:ra

dimaksud dalam pas*i 42 ayat {3i kepada Eupaii paling La:rria 7

{itu.juhi inafi sejak diterirnen_ya Laporan }rasil pemiiihan Kepaia

Xiesa dari panitia pemilihar:"

Pasal 44

{1i BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancanagan

Pera:ui"aR desa yang diajuk*n BPD dan atau Kepaia llesa.

{2i Pemba-hasaln rancangan Feraturan Desa sebagaimana

dimaksuti paria ayat {1} diselenggerakan oieh BPD daiarn

musyawarah BPD=

{3i Ra:rcangan Pei'aiura::. Desa- yang diusulka:r Kepala- Desa-

sebaga-rma-na dimaksud pada ayat {i} dibahas terlebih dahuiu

dalam musya*'arah iniernai BFD paiing larnbat 1O isepuiuh)
hari kerja terhitung sejak rancafigan Peraturan Desa diterima

oleh BPD.

{4} Pelaksanaa:l pemba}rasan ranca1lgal1 Peraturan Desa

sebagaimana dimaksuri pada ayai i1i aniara BPD dan kepala

desa untu-k pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga pu-lu-h)

ha-ri seiak nelaksanaax musva-warah internal BPD., .'- -J

{5i Setiap pemLrahasal rarlcangai} Peraturan Desa dilakukal
notr.llenpencatatan Rroses

musyawarah. t

yang d.ituangkar:. dalam



Fasal 45

i1) Da!*m i:ai pembal:asan ranc*::gan Peraiur"*l Desa ar:iara BPD

da:l Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, muslrawaral:

bersama tetap mengambil keputusan rlengan disertai catatart

pernasalahan yang tidak disepakati.

{2} Rarcangan Perat*.ran Desa sebagain:ana dimaksud pada ayat

il) dapat diqiukan *teh Kepala *esa kepada Bupati melalui

Camat diseri# caiatan pennasaiahat yaltg tidak disepakati

paling lama 7 itujuhi hari scja-k rnusyawar*h pernbahasan

terak?rir untuk mendapatkal evaluasi dan pembinaal.

{3}?idaktanjut evaiuasi Can pembinaan sebagaimana dimaksud

pada ayat {2} dapat berbentuk:

a. Perrghentia:: pembahasar:; a-tau

b. Pembinaall untuk tindaklanjut pembahasal dan

kesepakatan rancangan Peraiurafi Desa.

{aiTindai<lanjui pemt-:ahasar da:r kesepakatarr sebaga:rnana

dimaksud pada ayat {3} huruf b dapat dihadiri Camai atau

pejabat lain -va:rg ditu*juk Bupati.

Fa*al 46

i1] BtrD melakukan pengawasarr ierhadap kineda Kepala Desa

{2} Pelaksana-all pengawasan sebaga-rmana riiraaksud pada a}rat i1i

dilakukan meialui :

a. Perencana-arr kegia-ta-n Pemeriatah Desa;

b. Pelaksanaan kegiata*; dan

c. Pelap*ran penyelengga-raan Pernerintahan Desa"

{3i Eentuk pengawasa* BPD s*i:agaimarra dimaksud pada ayat i1}

berupa monitoring dan evaluasi.

Pas*l 4?

Hasii peiaksanaan pengaurasal kinerja KepaIa Desa sebagaimana

diimaksud dalam pasal 46 ayat {1} menjad: bagian dari Lapcran

kinerja BPD t



Pasa!.48

t 1 i BPD mei*kukan evalu asi Lapcra-r-r keterangai'i penJ.elenggaraa:r

Pemerintahan Desa.

{2} Evaluasi l-aporan sebagaimana dimaksuC pada ayat {1i

merupaka* evaluasi atas kineda Kepala Desa selama 1 isatu)

tahun anggaran.

{3} Pelaksanaai-r evaiuasi sebagaimana dirnaksud ayat {1)

diiakukan berdasa,.kaa prinsiF demokratis, re sponsive,

transparansi, *ku::tabiliias dan objektit-.

(4) Evaiuasi pelaksanaan tugas Kepa1a Desa sebagaimala

dimaksud pada a,uat {1i meliputi :

a. Cap#an p*Uf.**rr**r, np.llvi Desa, RKP Desa dan APBDesa.

b. Capaiar: pelaksanaair penugasan dari Fernerintah,

Pemerir:Liah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten.

c. Capaian ketaatan terhadap peiaksanaan tugas sesuai

peraturan: perurrdang-unda:rgan ; da:l

d. Prestasi Kepala Desa.

{5} Peiaksanaa* evduasi sebagaima::a dimaksuC paCa a3'at {1}

mei"upaka:r bagian dari Laparan kinerja BPD.

Fasal 49

{1} BPD melakukan evaluasi LKPPD paiing ia:*bat 10 {seputuiri
ha-ri kerja sejak LKPPD diterima.

{2} Berdasarkan ha-sil eva-1ua-si sebagairnana dimaksud pada- ayat
/-l \ EDT1 A^^^+.
r i, lji i-., Lrd_lJaL.

a. Membuat cataian tenta:rg kinerja Kepa1a Desa;

b. Meminta keteranga;l atau informasi;

c. Menyatakan pendapat; dan

ri. MemLreri masukan untuk pen3riapan bahan musyawarah

.l-JESil.

iB) Daiam hal, Kepaia Desa tidak mernenui:i permintaan BPD

sebagaia:nana dirnaksr:d pada ayat tZi hr-:-ruf b, BPD tetap

melanjutkal proses penyelesaial evaluasi LKPPD dengal

n:emberikan caiatan kinel'a Kepala Desa,

{4i Evaluasi LKPPD sebagaimara dimaksud pada a-vat {1} mery'adi
I

bagian dari Laporan ki*erja EDn Irr".f



Pa=al EC

{li Dal*rr: rai:gka meitciptakan hubungan keqia yaag harn:*nis
dengan Pemerintah Desa dan iembaga Desa rainnya, BpD dapat
mengusuikan kepada Kepala Desa uaiuk membentuk Forum
Kcmunikasi Anta:' kelembagaa* Desa atau PI{4KD.

{?} Forum sebagaimaaa diciiaksud pada a.rrat {1} terdiri dari unsur
KetualKepala kelemi:agaan Desa }'arig telah terbentuk.

{3i Forum sebagai:rrana dima,tresud pada ayat tzl, ditetapka-r-r
denga:r keputusa:i Kepala Desa.

f4!l?ugas forurn sebagaimana dimaksud pada a]rat {1} menyepakati
dan menyelesaikan Lrerbagai permasalahan aktuai di desa.

BAB gI
I{AI{, I{E1il-AJIB*FI BASE EiElrEIrAIEe BpA

Pasal EI
E}FD berhak :

a. fulengawasi cian merninia ketera:rgan tentang penyeleriggaraan
Femeriniahair Desa kepada pemerintah Desa;

b. Menyatakal-r oendapat atas Fen3,-slqrggeraan pemenntahan

Desa, pelaksa,,aan pembangunan Desa, pernbinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
dan

c. Mendapatkan triaya aperasionai pelaksanaal tugas dan
iungsinya dari Anggaran pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 52
{ii BPD meiakukae penga$/asa-n melalui manitcring dan evaluasi

pelaksalaan tugas Kepaia Desa.

{2} i!{onitoring dan evaluasi sebragaimana dimaksud pada a3,at {1}
terhad.ap ilerencafiaan, pelaksarraan, dan pelaparan
penyelenggaraan Pemeriaial:an *r*a. 

I



Pasal 53

{1; BtrD rr}ecsgu*akan hak menyatakan pendapat berdasarkaa
keputusan BPD.

{2} Fernyataa-nr pendapat sebagairnana dimaksud pada ayat {ii
rnerupakan kesirnpulan dari pelaksanaan penilaia* secara
cerill"ai dan abjektil atas penvelenggaraaft pernerintai:an Desa.

{3} Penilaian sebagaimana dircaksud pada ayat tzi dilakuka*
meiaiui perabahasa:r da-n pendalarria:-r suaiu oi:jek
penyeleagga-raaJi Femei*iatahan Dcsa yang dilakuka:r d*lam
musyawar"ah EPD.

{4i Keputusan BPD setragaimana dimaksud pada ayat i1}
ber:dasarkan hasii musyauiarah BpD.

Fasal 54

i1I EPD r::.eniiapaika:r bial'a operasioaai ya:rg bersumber dari
APBDesa.

{2i Bia3ra operasianai sebagaimana dimaksud pada e}.at {i}
digunakan untuk dukungan peraksanaan fungsi dan tugas
BPD.

i3')Aiakasi biaya *perasi*nai sebagaimana dirnaksud pacia ayai {ti
denga-n memperhatikan komponen ketlutuhar operasional dan
k-emampuani Ke uangal Desa.

Pasal 55

{liAngqota BFD berirak :

a. Mengqiukan usui ralrcangan peraturan Desa;

b. F,{engajukan pertanyaan;

c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
d. Mernilih rian dipilih; dan

e. Mendapat tunjangan ciari Anggaran pendapatan eian Beia:ria
Ileqq

{21 Hak anggota BFD sebagaimana disraksud pada ayat {1} hurr_if a
sampai huruf d digunakal dalam musyawarah BpD.

{3J selain hak sebagairira::a dimaksud paca ayat ili anggota BpD
bernaX: I



Memperabh pengemi:eiigan kapasitas meialui peacidikan
d*:: pelatiha*, sosiaiisasi, pembimbinsan tekr:.is, dan
kunjungan iapangan seperti studi banding yang dilakukan
Ci dalam negeri;

Penghargaan da;'i Pemerintah, pemerintah Daerah prcvinsi,

dan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi pia:pinan dan
alggcta BPD ya;rg berprestasi.

Fasal 56

il] Pimpiaan dal anggata BpD mernpunyai hak untuk memperoleh
tuajangan sebagaimana dirnaksud dalam pasal 5s ayat ql)
1",, -,, f -rru.r Lti q_.

i2iru*jangan sebsgaimana dirxaks-,ld pada ayat i1] meliputi
tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan iunjangan
iainnya.

i3)?unjangarr pelaksa;:raa-n tugas dan fungsi selragain:aria
dimaksud pada ayat {z} rnerupakan tunjangan kedudukan.

f4)?unjalgan lainnya sebagaima-r:a dimaksud pada ayat {zl
merupakan tunjangar: kineda.

Pasal 5?

{1}Tunjangan kedudukan anggota BpD sebagaimana dimaksr:d
dalarn pasal 55 ayeit {3} diberikan brerdasarkan kedudukan
alggota datram kelembagaan BpD.

i?)Tuajangan kinerja sebagaimana dimaksud dalar* pasal s6 ayat

t41, dapat diberikal daiam har terdapat penambahan beban
kerja=

{3}Tunjangan icinerja sebagaimana rlimaksud pada ayat i2i
bersurnber da-ri Penda_pata::r Asli Desa=

{4} Be*aran iunja::.garr BpD sebagaiqjuana dimaksud pada a3,"at {i}
da:: ayat {2i ditetapkan aieh Bupati.

Fasal 58
trembia3raan pengemba-ngan kapasitas sebagaimana dimaksud
dalam pa-sal 55 ayat i3) ?rurui a, bersul:ber dari APEN, APBD

Pnryr,insi , APBD kabupaten dan efBnesa. 
I

ht.



Pa=aI 59

{1} Fengi:argaan kepada pin:pinar: dan ar:ggara BpD s*bagaimana
dirnaksud dalam pasal 5s ayat {3i huruf b diberikan pada
iingkat nasional, pr*vinsi dan kabupaten eiaiam 2 {ciua}
kategori :

a. Kategari. pin:pinan; dar.

li. Kategcri anggota.

i1I] Pengatura-ra pciaksanaarr perrghargaai-r sebagaimana dirnaksud
pada ayat {ii diatur dalam Fei-atura:r Menteri.

Pasal 6O

Anggota BPD wqjib :

a. Memegang teg*h dan me::gamalkan Pancasila, meiaksa:rakarr

undang-undang dasar Negara Repubiik Indonesia Tahun 194s,

serta memperiahankan dan rremeiihara keutuhan liegara
Kesatua:: Repui:iik indonesia rls:r Bhinneka ?unggal ika;

b" Melaksanakan kehidupan dem*i<rasi yang trerkeadiian gend.er

Calam peayeleaggaraari Pemerintal:an Desa;

c. Mendahulukan keperrtingarr umum di atas kepeniingan
pribadi, keicrnpak, dan/atau goiongan;

d. Ivienghorrnati nilai sosiai bildaya dan adat istiariat masyarakat
Desa;

e" idenjaga norma dan etika dalam hubunga:r ke{a denga;r

lemba-ga Pemerintal: Desa da:r lembaga desa larna_tra; daa
f" Mer:gawal aspirasi mas;ra::akat, menjaga kewibawaan da::

kestabiia::. penyelerrggaraan peme:'lntahan Desa serta
mempelopcri pen;reiengga:'aari Pemerintahan Desa berd.asarkan

tata kelola per.rrerintahan yang baik.

Pasal 61

il} Laporan kjnerja BFD merupakan L,apora:: atas pelaksa*aan

tr:-gas EPD dalam 1 isatr_:_i iahrr_n atrggarair.

i2] Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat {1i dibuat
elerrga:: sistematika ;

a. Dasar hukum;

b. Pelaksanaan tugas; dan

c. f*rr,-rtuu. 
[,



(3i Lap*ra;; kinerja BPD s=bagaimana dii:iaksud pada a3'at i1i

diLaporken secara tertr-:.lis kepada Bupati melaliii Camat serta

ciisampaikan kepada Kepala Desa dan lorum musyawarah Desa

secara tertulis dan atau lisa*

{4i Laporan kinerja BPD sebagaiinana dimaksud paCa ayat {1i

disainpaikan paliag lar::a 4 {empat} buian seielah seiesai tahun

arlggaran.

Fasal 52

{li Laporan kinerja EP} ya.i?g disanrpaika*. kepada Bupati

seLragai.mana dimaksud dalam pasa-i 61 alrat {3i dizunakan

Bupati untuk evafuasi kinerja BPD serta peiaksanaan

pembinaan Can pengawasan penyeienggaraan Pemerintahan

I ttstq

iZi Laporan kinerja BFD yarrg disampaikan pad.a forum

musya-warah Desa sebagaimana dimaksuei <laia-tn pasai 61 ayai

i3] merupakan rvujud pertanggu*gjawaban peiaksarlaafi tugas

BPD kepacla masyarakat Desa.

Pasal 63

ISFI) berwenang:

a. mengadakan pertemuari dengan masyara-triat untuk

mendapatkarr asplrasi;

ir. ntenyampaLikan aspirasi masyarakat kepada Pemerinialt ilesa

seca-ra- lisan dan tertr-rlis;

c. mengqjukal rancangaJl Peratura-n Desa yarrg menjaCi

keurenangarrnya;

d. meiaksanakan moniiorirrg da* evaiuasi kinerja Kepala Desa;

e. meminta keierangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan

Desa kepada Pemerintah Desa;

i. rnenyatakae pendapat aias penyelenggaraan Pen:erintahan

Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaaa

kern asyarakatan Desa-, dan perntrerdalraa-n masyaraka-t De sa-;

g" mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan

keetabilan penyelens5are.an Psm*rintaha"i: Desa eeria

mempelopori peneyelenggaraan Pemerintafan Desa

berriasa,rkal tata keiala pernerintahan ].ang baik; t,f



l:i" mei:yusua peraiuran iaia teriib BpD;

i" me*-ya:npaikar: Lapora:r i:asil pfngal:i'asa:r ya$g bersiiat
insidentii kepada Bupati melalui Camat;

j" men]ausun da* menyarnpaikan usurar rencana Lriaya

operasi**a] BPD sfcera tertulis kepada Kepala Desa untuk
diaiokasikan dalam RAPB Desa;

k. a:e;rgelela 1*ia3'a operasi*aat BpD;

}'. filerrgusulkan perrtre;:tukarr fcrum Kcrnunikasi Antar
kelembagaan *esa kepada Kepaia desa; dan

m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka
monitoring dan evaluasi penyeleaggar:aan pemerintahan Desa.

Pasal 64

il] tsPil mfnyursun peraturan taia tertib BFD.

i*) Peraiuran tata tertib BpD sebagarmafia dimaksud pada ayat il]
dibahas dan disepai<ati daiam musyawarah BpD.

i3) Peraturan tata tertib BpD sebagaknana dimaksud pada a3rat {1}
paling seCikit memuat :

a. Kenaggoiaan dan kelembagaan BpD;

b. Fungsi, tugas, hak, kervajib*:r dan kewe*angan BpD;

e. Waktu inus_trawarah EFD;

ri. Pengaturan mengenai pimpinan mEsyawarah BpD;

e . Tata- cara mus3-awarah BpD;

f. Ta-ta- iaksana dan hak rnen3rataJ:a"r: BpD da:r anggata_ BFD;
dan

g. Pemlruatan trerita acara musyanvaralr BpD.

{4i Pengaturarr rnengenai wakiu musyawarah sebagaimana
dirnaksud pada ayat i31 huruf d meliputi:
a. Peiaksanaal jam musyawarah;

b. Tempat nnusyanvarah;

c. Jeais musyawarah; dan

d. Daftar hadir anggota BFD.

{$} Pengaturail mengenai pimpinan musyawarah BpD
sebagaimana dimaksuC pada ayat i1i huruf i: meliputi : 

I



a. Penetapan pimpinan mus3i'-awarah apabila pimpinan dan

a11gg*ia hadrr iengkap;

b. Penetapan pirnpinan musyawarah, apabiia ketua BPD

Lrerhaiangan hadir;

c. Penetapan pimpinal m$syax#arah apabila ketua dan wakii
ketua l:erhalaiigan hadir; dan

d. Penetap&.rr secara fu*gsicnal pimpina:: itrusyawarah sesuai

d e n ga-r-r bidang yallg diient u karr dar-r perrerapaii perrgga:t iiai-r

anggcta BPD anta::n aktu.

{Si Pengaturan mengenai tata acara musyawarah BPD

sebagaimala dirnaksud pada ayat {3i }:uruf e meliputi :

a. ?ata cara pembahasan rancafigafi Peraturan Desa;

b. Ko*sultasi mengenai :=encarla dan prcgram Femerintal:
Deqa'

c. Tata cara fiiengenai pengawasan kineri'a Kepaia Desa; dan

<i. ?ata cara penaii:3]i;ng€:r atau pen'y.aluran aspirasi

masyarakat.

{7} Pengatura-n mengenai tata iaksana dan hak rnenyatak*n
pendapat BPD sebagaimala dimaksud ayai i3j huruf f metriputi:

a" pemberiali pen<ia-ngan terha<iap peiaksanaan Pemeri::.tahan

Desa;
'o. pen3.arr:.Faian jawaban atau- perrd.apat Kepaia Desa atas

pantiangan EFD;

c. pemberia:r panda:iga:i akhir atas ja_wa_ban atau pendapat

Kepala Desa; da:r

d. tindak lanjut dal pr*.yampaian pandangan akhir BPD

kepacia Bupati.

iS] Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah

EPD sebagsriaman dimaksud pada a3rai {3} huruf g meliputi:

a. Penyusuna:r notulen ra_pat;

b. Penyusunan berita acara;

c. Forrna-t trenta acara:

d. Penendatalganan berita ac1a ; dan

e . Penirempaian ber-ita acara. 
I



EAB YIT

PEEfiBIX.*A:{ NAH PEISGAWASAS

Pasal 65

(1i Menterl melalui Direktur Jenderai Bina Pemerintairan Desa

ieel*kUkar:. per:rbina*:r dail pe*gasrasaa Secara nasi+s:al

ierhad.ap pelaksanaan pera-a BPD dalam pen3relenggafaan

Femerintahan Desa"

{2i Cubernur rneiakukan pembinaan dan penga$rasan terhadap

pelaksanaan peran BPD dalam penyelengga;aa1r Pemerintahan

Desa di Ka'nupatenf Kota.

{3i Bupati melakukan perzrbir:aan dan pengawasan terhadap

peiaks=-traa-n peran B PD dalar:: pen3'eier:ggare-*:r Pemerinta-hae

Desa di wilayahnya.

PasaS 66

Fembinaal dan pengawasan sebragaimana dimaksud dalam pasal

65 ayat {1i meliputi :

a. Mer.afasiiitasi dukungal kebijakar;

b. Fasilitasi dan konsultasi rancangan Peraturan Daerah;

*. Memi;erika-r: trimbi:iga*, pema:ttauen, evaluasi, peiap*ra:: da:r

supervise pelaksalaan kebijakan;

11. Melaksanakan trimbingan teknis serta pendidikan dan
neicti'lran *cr*enfr r'yvruL$rr-e. Lva uvra L u,

^ n,t^1^1-,.1-^- *^*^1:+.:^* +^-+^.-^ ^^1^1-^^-^^- +,,^^^ DT)T\. l^..(;. rvrcld-_rlLll1.djl }JcrrcrrLrd.,rr LclrLd-IrE; yLrdt1.>ajrd"drr LrlBds rjrr-Jt (ld-tr

f. Memberikan pengha-rgaae atas prestasi pimpii:ae darr anggota
nnn
UL U-

Pasal 67

Pembinaa-r: dan pengawasan sebegajmana dimaksud dalarn pasa-l

65 ayat (2) meliputi :

-. a t^---f- ^ilir^ -i l--1----^ 
-^-^ 

,-^L ji ^t-^-- -a. rue trllasrrl Lasr u uK Lrrtgiil I t(tr urj ai(alt,

b. Fasilitasi dan konsultasi ralcangal Peraturafl Daerah;

e. F,iemberika:r bimbingan, pefilantauari, evaiuasi, peiaporan d.an

supelise pelaksanaan kebijakan;

ri. ivieiaksanakan bim'ningan teknis serta pendiiiikan dan

pelatihan tertentu; t,T



(:. *vlela-lcukan peneliiian ienta:ig pelaksanaan iugas BpD; de-::

f. Memberik*n pengkra;'gaan atas prestasi pimpiaan iian a-cggcta
tsPD"

P*sa! 68
Pembina*n dall penga$rasan sebagaimana dirnaksuc dalam pasal
65 aSat {3i, meliputi:

8". Merrrfasilitasi dukungaii keb,ijalcar:;

b. F'{enyusu* Peratur&ii *aerah Kabupaten;

c. Memberikan bimbingal, pemantau, evaiuasi, pelaporan d.al
supervise peiaksaaaan ketrijakan ;

c. Melaksarrakan bimkringan teknis serta pendidikan dal
pelatiha:r terientu; dan

e. lHemberikan penghargaarl atas prestasi pimpinan dal anggota
iJt-U.

BAB VIII
PESEDAHAASE

Pasa1 69
Pendanaa-n pelaksanaan kegiatan BpD dibebankan paCa :

a" APBN;

i]" APBD Provinsi;

c" APBD Kabupater:.;

t1" APBDesa; da-::

e" Sumber lain vang sah dan tidak mengikat.

B&B TX
K TE!{TI}AT{ IAI}I - LAIT{

Pasal 7$
F"crmat jenis buk* administrasi BP* d*:: Laporen kinerja BpD
t,ercantu dalam lampiran rnerupaka:i bagia:: tidak terpisahka-n

dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 71

ii) Anggcta BPD dari Desa yarrg r:rengalami perubahan satus Desa

rnenjadi Keiurahan, penggabungan 2 idua] Desa atau lebih

menjadi 1 isatu) Desa, pemekaran atau penghapusa.:r Desa,

diberhentika-n denga-n harrrat dari jabat*"f*. 
I
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i13i Angg*ia EPD sebagaimana dinial<sud pada ayai i1i diberi
penghargar* da-r:laiau- Sf=ang*r: srsuai der:gan kemampuan

keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten.

E*E X
IIE-rEIi6TE,AH FEH.&LTHaE{

Fasal 7?

frnggota BPD yang sudah ada sebelum diu_ndacgka*nya Peraturan

.Supa-ti ini tetap rnelaksarrakaa tugas san:pai selesai masa

iiabatann:ra cian rnenyesuaikan dengan ketentuan daiam Peraturan

ffiupati ini pating iama 2 idua] tahun sejak Per-aturan Bupati ini
diundangkan.

E&B xI
KETESI?{'AI{ PESTT}?UP

Pasal ?S

IDeratural Bupati ini mulai iierlakr: pada tanggal diundangkan.

A.ga; setiap orarlg mengete_huinya, rne*-rerintahkar pengurrdangan

Peratura:r Bupati ini dengan penempatannya dalam tserita Daerah

i;i"abupateri.

Ditetapkal di : Jeneponto
pada ?anggatr : zo Aprt-(L 2017

BTIPA?I JEI{EPONTCI,&Bt* Pt,tD-

Diundangkan di
Pada Tanggal

jenepoato
Z1 AP?\V 2017

: Pembina Utarna Madya
6,{t420. 1q9103 1 008.

E rr^r.^E 44
ElEJraIa4l I/Sl"ErIIda'il^rI .rllaE -vr.filI.EIII uEII&5l'.'.l. a, l,.dl.5luLA 4\rt ! lElllllul$.reerrr'r



tuufrenc BADAIT PERMUSYAwARATA DEsA

rpdetuRAr BrrPATr JtItEFoNrlo
TAIII,IY 2OL7

FiORU#T AI'UNUSTRASI DAIT PEUBI'IIIIAIT
EADAil PERMUSYAWARATAIT DESA

I

TONU.ET BUKU ADMINISTRASI BPD
I

!. gumr Agenda Surat Keluar
I

I

Mengetahui;
Ketua BPD

I.

........,Tgl,Bbr,Thn
Sekretaris BPD ....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor sesara berurut seseuai dengan urutan surat masuk
yang diterima;

Kolom 2 diisi dengan tanggal surat keluar;
Kolom 3 diisi deagan nomor surat keluar
llslstq4 diisi dewaratanggalrbrl]ar tahun surat keluar;
Kolom 5 diisi dengan hal dan isi singkat surat keluar;
Kolom 6 diisi dengan nama instansi yang dituju;
Kolom 7 diisi dengan ketemngan lairrjika diperhrkan-



data Invebtaris BPD

Mengetahui;
Ketua BPD ...."..........

........,T91,8fu8,Thrr
Selcretaris BPD ....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor sscara berurut
Kolom 2 diisi dengan jenis baffirLglbengtifiafl iriveritaris;
Kolom 3 s/d,7 diisi dengan pilihan asal barang/bangunan;
Kolom s s/d 9 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada awal tahun;
Kolom 1O s/d 13 diisi dengan pilihan dan el penghapusan

Kolom f 4 s/d 15 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada akhir tahun
Kolom 15 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada.

$. guku Laporan Keuangan BPD

Mengetahui;
Ketua BPD ....-.'........

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut
Kolom 2 diisi dengan tgl penerimaan atau pengeluaran uans
Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran uang;

Kolom 4 diisi dengan an$arupiah dari jumlah Frrerimaary
Kolar*n 5 diisi dengan rupiah dari jumlah pengeluaran;

NO TGL URAIAN PENERTMAAN
{Ro)

PENGELTIARAN
{ko.l

1 2 3 4 5

JUMLAH



NO HARI /
TGL

JENIS
KEGIATAN

mltxsaNaaN AGENDA
DAN HASIL
KEGIATAN

KET

4 D 6
1 2 3

8,. Buku Data Kegiatan BPD

Mengetahui;
Ketua BPD

........,Tgl,Bln,Ttrn
Sekretaris BPD .'.-

Cara Pengisian:
Kolom 1 diisi berurutan sesuai dengan kegiatan BPDyang dilaksanakan

Kolom 2 diisi elengan hari dan tanEgal, biihn" tahirn kegiatan;

Kolom 3 diisi dengan jenis kegiatan;

Kolom 4 diisi deng.nlersonil-/anggota BpD yang melaksanakan kegiatan dimaksud;

Kolom5diisidengan."s",,a"y,ogamto',,t*,'a",,apayangdihasilkandari
Pelaksanaan kegiatan;

Kolom 6 diisi dengan keierangan/informasi lain jika diperlukan

9. Buku Data AsPirasi MasYarakat

Mengqtahui;
Ketua BPD ".. -.-..-.""'

........,T91,819,Thu
Seketaris BPD ."'

Cara Pengisian : ,-^---^*-^iah 4s1

Kolom 1 diisi dengan nomor urut sesuai waktu penyampaian asprrasl

;;; z ii*i aerEati radttglaspiras-i dtsarlpaikaf;

Kolom 3 diisi dengan "'#Lai"ia"lbmbaga 
yang menyampaikan aspirasi;

Kolom4diigidengarraspirasiyangdisampaikan;
Kolom s diisi dengan r"rlffi *J"r ianjyt serta pihakyang diurinta

n:renindaklanjuti'



PERATURAI.I / KEPUTUSAN

Buku Data Peraturan/Kepuhrsan BPD

Mengetahui;
Ketua BPD ...............

Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4

Kolom 5

Ketua BPD

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan secara berurutan sesuai denagn nomor Peraturan,/Keputusan

BPD yang ditetapkan;
diisi dengan nomor,tgt, bulan dan tahun Peraturan/Keputusan BPD;

diisi dengan judul/penamaan Peraturan/Keputusan BPD;

diisi secara sinskat dengan materi pokokyang telah ditetapkan dengan

Peraturan/ Keputusan BPD;
diisi dengan catatan atau pe4ielasan lain jika diperhrkan.

3. Buku Data Peraturan Desa

Mengetahui;

-.......,Tgl,Btn,Thn
Sekretaris BPD ....

...,,...,TglrBln,Ttrn
Sekretaris BPD ....

Cara Pengisian:
Kolom I diisi secara berurutan sesuai dengan nomor urut ;
KolOi:r 2 diisi dengan nomor,tgl, bulan dan tahun Pemturan Desa ditetapkan;
Kolota 3 diisi dengan jrrdul/perrefiaerr Peratrrran Desa;;
Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetepkan dengan

Keputusan BPD;;
Kolom 5 diisi dengan nomor dan tgl keputtrsan BPD tentang kesepakatan atas

rancangan peraturan desa;
Koloa 6 &isi dengan catatan atau penjelasan tairn jika

NO NOMOR
DAN TGL

PERATURAN
DESA

TENTANG
URAIAN

SINGKAT

NOMOR DAN
xil,

KESEPAKATAN
KE"T

1 o 3 4 5



I

I

I
I
I

I

t4. gufu l(epurtusan Musyawarah Desat'

Mengetahui;
Ketua BPD ....,..........

Mengetahui;
Ketua BPD

Cara Pengisian:
Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah desa;
Kolom 2 diisi dengan hari,tgl, bulan dan tahun pelaksanaan mus5awarah;
Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan/hal strategis yang dimusyawarahkan;
Kolom 4 diisi secara singkat dengan pokok-pokok keputusan musyawarah desa;

Kolo.s4 5 diisi eatateg atau peqielaean lain jike diperlukan.

Bulm Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Desa

........,Tgl,Bln,Thn
Sekretaris BPD ....

....-..''Tgl'Eh,ThE
Sekretaris BPD....

Cara Pengisian :

Kolom I diisi secara berurutan sesUai pelal6anaan mgsyawarah perencanaan
pembangurian desa;

Kolom 2 diisi dengan hari,tgl, bulan dan tahun pelaksanaan muqrawarah
perlencanaanr pembangunan desa;

Kolom 3 diisi dengan pokok-pokok usulan dan atau kegiatan keput'usaa

musyawarah perencanaan pembangunan desa;

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokokyang telah ditetapkan derrgan

keputusan musyawaratr perencanaan pembangunan desa; ;
Kolom 5 diisi catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

NO HARI/TGL
TEI{TANG/HAL

STRATEGIS
POKOK-POKOK

KEPUTUSAN
KETERANGAN

1 2 3 4 5

NO HARI/TGL
POKOK.POKOK

USUI.AN/KEGIATAN
I(ETERANGAN

1 2 3 4
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II. RMAT I.APORAN KINER.IA BPD

BADA.S PERTIf,ISYAWARA?AtrT DESA
TIECATITATAN ...................
XABUPATEN .............

AI"AMAT:-.....

1i

I

I
I,APORAIT XI!5IRJA BPD

Tahun Anggaran ........

Dasar Huku:m
1. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11O tatrun 2AL6

Tentang }3adan Permusyawaratan Desa;
2. Perahrra-ar Bupati jeneponto Nomor ... Tahun 2Al7 Tentang

Badan Permusyawaratan Desa
3. Surat l(eputusan tsupati Jeneponto Tentang Peresmian

Anggota tsPD periode .... Sampai dengan ......
+. Keputusan BPD Nomor ..... ,Tahun ..... Tentang Penetalran

Kinerja I3PD Tahun Anggaran .....
Pelaksanaa:: Tugas BPD
1. Pengelol,aan spirasi masyarakat desa;
2. Pen5msurean dan atau pembahasan peraturan desa;
3. Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan

pemerin.Lahan desa
4. Pelaksaruaan tugas lain;

a. Pemil,ihan Kepala Desa;
b. Pelakrlanaan musyawarah desa;
c. Pelakrmnaan musyawarah perencanaan pembangunan

desa;
d. Pelaksanaan kerjasama antar desa
e. ....... dlt.

5. Pelaksan,+an pengaurasan kinerja Kepala Desa;
6. Pelaksan,aan Evaluasi Lapbran keterangan penyelenggaraan

pemerintahan desa.
Penutup
Demikian Laporan kinerja ini dibuat sebagai pertanggungiawaban
BP. D dalam penyelenggaraan pemerintatran desa

20...
Badan Petmusyawaratan Desa
KETUA,

( ............ --.-.)

}NEPONTO,

,l
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BUPATI

SKAITDAR


